PENSIUN DINI PLTU MASIH BURAM

Bisnis, JAKARTA — Rencana eksekusi program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) belum menunjukkan fifik terang.
PT PLN (Persero) belum memasukkan perincian program tersebut dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL

ice President of

Energy Transiti-

on and Climate

Change at PLN

Anindita Satria

Surya mengatakan
salah satu proyek yang tengah
dalam rencana dilakukan pensiun
dini yakni PLTU Cirebon-1 yang
memiliki kapasitas 660 megawatt
(MW).

Menurutnya, rencana itu masih
dalam proses penggodokan dan be-
lum dimasukkan ke dalam RUPTL
tahun ini, tetapi diproyeksikan
baru dimasukkan pada RUPTL
periode 2026—2035 atau
tahun depan.

“RUPTL terbaru ini sele-
sainya 2025—2034, artinya
masih ada 1 tahun, jadi
itu belum masuk [tahun
ini], masuk tapi sebagai in-
dikasi narasi saja Cirebon
akan dilakukan pensiun
dini,” ujar Anindita di
Kantor Bisnis Indonesia,
Jakarta, Kamis (13/2).

Anin menambahkan bahwa
perincian detail terkait dengan
penggantian pembangkit listrik se-
telah pensiun dini PLTU Cirebon-1
masih dalam proses. PLN saat ini
juga sedag menantikan peta jalan
pensiun dini PLTU yang sedang
disusun oleh pemerintah. Dalam
hal ini, PLN ikut berperan dalam
memberikan masukan.

“Cuma untuk detail penggantinya
apa baru akan di RUPTL tahun
depannya lagi, baru disebut akan
dipensiunkan dan ada list peng-
gantinya di RUPTL 2026—2035,”
jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia memastikan tetap
menjalankan pensiun dini PLTU se-

cara bertahap. Menurutnya, untuk
tahap awal pemerintah berencana
rmmensundmﬂun PLTU Cirebon-1
berk 660 (MW).

2025—2034.
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potensi investasi US$198 juta atau
setara Rp3,25 triliun (asumsi kurs
Rp16 442 per dolar).

Pemerintah dinilai telah memiliki

Ketua Umum Colkar itu meng-
klaim pensiun dini PLTU dila-
kukan secara bertahap lantaran
keterbatasan biaya. Di sisi lain,
pihaknya tidak mau memberat-
kan rakyat menggumlun uang
anggaran belanja dan

modal yang kuat untuk melan-
jutkan transisi energi, utamanya
pensiun dini PLTU, baik dari sisi
hukum maupun ekonomi.
Sejumlah regulasi telah men-
jamin pelaksanaan pensiun dini
PLTU sekali itigasi risiko

negara (APBN).

Dia menekankan ada dua syarat
untuk bisa melakukan pensiun
dini . Dua syarat |lu y.:km

é

it pengganti.

iunkan semua yang
ting ada yang biayai.
Jangan memaksa negara
kita iunkan dini,

keuangan yang mungkin muncul,
dan hanya tinggal menunggu ke-
mauan politik dari pemennl.)h
untuk melaksanakan

Peneliti Hukum Centre of Eco-
nomic and Law Studies (Celios)
Muhamad Saleh mencatat setidak-
nya empat kebijakan yang dap.ll
dijadikan modal kuat transisi energi
dan penutupan PLTU.

Pertama, Peraturan Presiden
No. 112/2022 secara jelas telah

tapi amon-omon, tapi uang-
nya nggak ada,” kata Bahlil
dalam konferensi pers di
Jakarta, Senin (3/2).

PLTU Cirebon 1 dipilih untuk
tahap awal karena dari segi bia-
ya yang paling memungkinkan.
Pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan
menggunakan dana dari Asian
Development Bank (ADB) melalui
skema Energy Transition Mecha-
nism (ETM).

Berdasarkan bahan paparan
Bahlil, untuk pengganh I’LTU

jenis dan kriteria PLTU
y.mgjnmti dimatikan, llnhk.m )ugj,a

mendorong pengembangan energi
terbarukan. Adapun, RUPTL ke-
mudian juga secara tegas mendo-
rong diversifikasi jenis pembangkit
listrik. Keempat regulasi tersebut
cukup untuk memberi dasar bagi
pemerintah melakukan transisi
energi.

Hanya ada satu amanat Perpres
112/2022 yang belum dijalankan
oleh Kementerian ESDM, yaitu
peta jalan pensiun dini PLTU yang
mendetailkan kriteria serta skema
pembiayaannya.

“Ini sangat krusial, makanya
kita seharusnya mendorong Ke-
menterian ESDM untuk segera

RUPTL terbaru ini
selesainya 2025-
2034, artinya masih
ada 1 tahun, jadi itu
belum masuk [tahun
inil.

PLTU berkapasitas 3x350 mega-
watt (MW) itu disebut sebagai

mengeluarkan peta jalan. Saat  upaya untuk mempercepat proses

ini, hanya itu [peta jalan] ham-  pensiun dini.

batannya,” tegas Saleh. Kendati demikian, Anindita men-
jelaskan dan sisi bisnis PLN dan

SPIN OFF I’I'BA disebut belum menemukan

Dalam perkemb Iain, PT } yang saling
PLN (Persero) renca- kan akui-
na pengalihan aset atau spin off  sisi tersebut dapat mempersingkat

R T

Listrik Tenaga Uap

kan berbagai skema bi.
yang dibutuhkan untuk proses
penutupan.

Kedua, juga merupakan regu-
lasi terbaru, Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No. 5/20225
yang mengatur adanya platform
transisi energi sebagai alat fiskal
yang mendukung percepatan pe-

TU dan khi;
perjanjian )u.ll beli listrik (PJBL).

Amnya. ad.: penjaminan dari

ian K ketika ada

Cirebon yang akan di
pemerintah menyiapkan empat
pembangkit listrik energi baru
terbarukan (EBT)

Keempatnya adalah pembangkit
listrik tenaga surya (PLTS) 346
MW, PLTS + BESS 770 MW,
pembangkit listrik tenaga bayu
(PLTB) sebesar 1.000 MW, dan
PLTSa sebesar 12 MW.

Adapun, manfaat ekonomi pen-
siun dini PLTU Cirebon-1 lewat

b EBT bisa buk

39.707 lapangan kerja dengan

risiko kegagalan bisnis PLN dan

(PLTU) Pelabuhan Ratu ke PT
Bukit Asam Tbk. (PTBA) masih
terkendala dari sisi regulasi dan
perhitungan bisnis.

VP of Energy Transition and
Climate Change at PLN Anindita
Satria Surya mengatakan pihaknya
masih menunggu payung hukum
atas pengalihan aset milik PLN
ke PTBA.

waktu operasional PLTU.

“Tapi dari sisi bisnis ini belum
bisa saling menguntungkan, dari
PLN melihat itu belum klop ter-
kait harga antara kita atau PTBA
belum klop terkait harga makanya
masih pending,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dir-
ektur Utama PTBA Arsal Ismail
mengatakan bahwa pengalihan
aset PLTU Pelabuhan Ratu mem-

alokasi anggaran dari

PLTU,” ujarnya dalam keterangan

pers, dikutip Minggu (9/2).
Ketiga, lahimya Rencana Umum

Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
Keempat, diputuskannya Ren-

cana Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik (RUPTL) 2025—2034.
Saleh menegaskan, kend.m tidak

“Istilat aset atau yang cer-
jgbgm kita mﬁnba}ikkanase(dan mat, baik dari sisi keekonomian
PLN ke PTBA itu dasamya apa, maupun regulasi.
itu y.mg peraturan dari Kemenkeu “Kalau tidak salah prosesnya itu

ikan, perlu waktu,” kan kita harus menghitung dari
k.m Anindita. ya, dari sisi keek

Dia menerangkan bahwa un- i dan sisi lasinya,”

tuk mengalihkan PLTU Pelabuhan  kata Arsal ditemui di Jakarta,

Ratu sebagai aset PLN dan aset
negara harus melalui mekanisme
yang panjang dan penyesuaian
beberapa aturan.

Adapun, PLTU Pelabuhan R.)lu

secara eksplisit

PLTU
mana yang harus ditutup, RUKN
mempertegas amanat Kebijakan
Energi N.\swml (KEN) untuk
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pakan salah satu pemb
berbasis batu bara yang didorong
untuk dihentikan operasional-
nya lebih cepat atau pen-
_siun dini dengan skema
akuisisi. Pengalihan

Rabu (2/10) 2024.

proses kajian yang masih
berjalan, Arsal pun memperkirakan
pengalihan aset PLTU Pelabuhan
Ratu tidak akan rampung dalam
waktu dekat. “Nah ini proses lah
prosesnya, lapi dari kita sendiri
kemungkinan besar masih panjang

lah itu,” terangnya. B
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